





2.1 Penelitian Terdahulu  
Dasar atau acuan yang berupa teori-teori ataupun temuan-temuan melalui 
hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat 
dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung menurut penulis 
yang perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan 
dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dengan adanya 
penelitian terdahulu membantu penulis untuk memperkaya akan teori yang 
digunakan dalam mengkaji penelitian penulis.  
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 
No 
Nama Peneliti dan 
Judul Penelitian 
Metode Penelitian & 
Teori / Pendekatan 
Konsep 
Hasil Penelitian  
1.  
Hyan Bastian (2017) / 
Analisis Konflik 
Masyarakat Sipil vs 
Penguasa 
Metode penelitian 
deskriptif kualitatif / 
menggunakan 
konsep konflik dan 
otonomi daerah 
Relokasi Pasar Merjosari 
menjadi Pasar Dinoyo 
membawa dampak positif 
dan negatif tersendiri. 
Konflik yang terjadi adalah 
bentuk perlawanan dari para 
pedagang yang berjualan di 
Pasar Merjosari. Meskipun 
sempat mendapatkan 
perlawanan, Pemerintah 
Kota Malang tetap 
melanjutkan pembangunan 
karena posisi pemerintah 
daerah sebagai pemegang 
kekuasaan dan pengambil 
keputusan dalam suatu 
kebijakan. 
2.  
Jonathan Edmond M. 
Tobing (2010) / 
Fenomena Ruang 







Jalan Juanda Kota Depok 
oleh masyarakat yang ada 
dirubah menjadi Ruang 
Publik Kontemporer berupa 






karena pemerintah daerah 
dianggap belum mampu 
memenuhi keinginan 
masyarakat akan ruang 
publik yang sesuai. 
Masyarakat Kota Depok 
menganggap ruang publik 
yang ada kurang nyaman, 
sulit dijangkau dan tidak 
ada fasilitas pendukung. 
Akan tetapi dengan 
diubahnya Jalan Juanda 
sebagai salah satu ruang 
publik kontemporer 
membawa efek negatif bagi 
masyarakat misalnya lalu 
lintas disekitar jalan 
tersebut menjadi terganggu, 
intervensi PKL yang 
menggunakan bahu jalan 
dan jalur pedestrian sebagai 
tempat berjualan serta lahan 
parkir yang menggunakan 
sebagian ruas jalan. Dalam 
keadaan seperti ini solusi 
yang dibutuhkan adalah 
kehadiran baik pemerintah 
daerah maupun stakeholder 
dalam mengembangkan 
kawasan yang ada menjadi 
lingkungan yang lebih 
nyaman, tertib dan aman. 
3.  




Kasus pada Eksplorasi 
Tambang di 
Kecamatan Lambu 




Konflik yang terjadi antara 
masyarakat dengan 
pemerintah ini disebabkan 
karena kurangnya 
sosialisasi dari pemerintah 
akan kehadiran perusahaan 
tambang serta transparansi 
kebijakan-kebijakan yang 
ada. Selain itu 
ketidakberpihakan 
pemerintah dan stakeholder  
juga memicu konflik 
masyarakat Bima. Untuk 
menyelesaikan konflik yang 





konsoliasi hingga arbitrasi 
untuk mencapai titik damai 
dengan masyarakat. 
4.  
Willy Abraham Saleh 
(2016) / Konflik 
Kepemilikan Sumber 





deskriptif kualitatif / 
Teori Konflik Johan 
Galtung dan teori 
konflik Charles 
Walkins 
Konflik yang berkaitan 
dengan Sumber Mata Air 
Umbulan ini terjadi karena 
beberapa hal yaitu 
kepemilikan sumber mata 
air yang belum jelas antara 
Pemerintah Kota Pasuruan 
dan Pemerintah Kabupaten 
Pasuruan, Protes dari warga 
Umbulan sendiri yang 
meminta kepada pemerintah 
daerah untuk 
mempergunakan mata air 
tersebut bagi warganya 
bukan untuk memenuhi 
kebutuhan air kota sekitar 
Pasuruan dan yang utama 
berkaitan dengan 
kepemilikan sumber mata 
air adalah penandatanganan 




Kota. Penyelesaian konflik 
yang dijelaskan oleh 
penulis adalah 
pembentukan Pansus 
Umbulan yang menangani 
masalah kepemilikan 
Sumber Mata Air Umbulan 




Amir Gohar / 
Greening and opening 
the public space of the 
Nile banks. A 
demonstration case 




pada pihak terkait. 
Sungai Nil yang berada di 
kota Cairo merupakan salah 
satu sumber daya alam, 
situs ekologi serta aspek 
sosial yang belum diolah 
dengan baik. Penulis dari 
jurnal ini melakukan 
penelitian seberapa jauh 
ketersediaan Sungai Nil 
untuk menjadi salah satu 




masyarakat Cairo yang 
notabene hidup bergantung 
pada Sungai Nil.  Dari hasil 
penelitian penulis, dapat 
disimpulkan bahwa Sungai 
Nil memenuhi kriteria 
untuk menjadi salah satu 
ruang publik bagi 
masayarakat dengan aturan 
tiga zona yaitu zona ruang 
publik terbuka, semi ruang 
publik dan zona terlarang. 
Pembagian zona-zona 
tersebut berfungsi untuk 
memisahkan daerah-daerah 
yang memang memiliki 
keterkaitan langsung 
dengan sejarah Mesir yang 
hanya boleh dikunjungi 
oleh petinggi-petinggi 
pemerintahan di Kota 
Cairo. Tidak hanya itu 
penulis juga ingin mengajak 
masyarakat serta lembaga-
lembaga terkait untuk 
melakukan penghijauan 
pada Sungai Nil agar lebih 
pantas dijadikan sebagai 
ruang publik bagi 
masyarakat. 
6.  
Davisi Boontharm / 
Mapping the lived 
experiences in 
Bangkok “Soi” 




Soi merupakan percabangan 
utama (jalan perkotaan) 
yang desainnya menyerupai 
pedesaan di Kota Bangkok. 
Karena tingginya kepadatan 
penduduk dan laju 
urbanisasi maka atas 
inisiatif dari penduduk 
Bangkok mereka mengubah 
Soi  yang awalnya tidak 
bernilai menjadi 
permukiman padat 
penduduk dan sebagai salah 
satu ruang terbuka publik di 
Bangkok. Masyarakat serta 
pengunjung dapat 
menggunakan Soi untuk 




kegiatan ekonomi, sosial 
dan budaya.   
7.  
Eamon Caniffe / 
Urban Morphology 
and the post industrial 
city : commercial 
space in Manchester 
 Post- industrial city  
merupakan salah satu trend 
yang sedang berkembang di 
Kota Manchester dimana 
setiap lahan yang ada 
dikembangkan dengan nilai 
ekonomi produksi ataupun 
setiap lahan memiliki nilai 
pasar tanpa terkecuali di 
dalamnya ruang publik bagi 
masyarakat juga memiliki 
nilai ekonomi. Dalam 
penelitian ini penulis ingin 
mengetahui lahan-lahan 
yang ada di Manchester 
dikomersialkan dan 
bagaimana perkembangan 
ruang publik di Manchester. 
Hasil yang didapatkan 
dalam penelitian penulis ini 
adalah ruang publik yang 
ada di Manchester sangat 
berkembang pesat karena 
sistem komersialnya yang 
membuat pengunjung 
tertarik untuk berkunjung. 
8.  
Hendrik Tieben/ 
Public Space Trends 
in Hongkong. A view 
from the New 
Territories 
- Dalam jurnal ini penulis 
memfokuskan pada topik 
tentang keberadaan ruang 
terbuka bagi publik yang 
tinggal di New Territories. 
New Territories adalah area 
permukiman penduduk di 
Hongkong yang jauh dari 
perhatian pemerintah. Area 
tersebut dapat dikatakan 
sebagai salah satu area bagi 
para konglomerat untuk 
tinggal. Dalam hasil 
penelitian penulis dapat 
disimpulkan bahwa 
masyakat yang tinggal di 
area tersebut memiliki 
kecenderungan untuk 
mempergunakan ‘public 




secara pribadi. Selaini itu 
jika dilihat terjadi 
ketimpangan antara area 
tersebut dengan area di 
sekelilingnya yang 
membuat masyarakat 
menengah kebawah tidak 
mampu mengakses ruang 





Claire M. Coulter / 
Using the street in 
Mexico City Center : 
temporary 
appropriation of 
public space vs 
legislation governing 
street use 
- Dalam hukum atau regulasi 
yang berlaku di Kota 
Mexico dijelaskan bahwa 
masyarakat memiliki hak 
untuk menggunakan Mexico 
City Center sebagai salah 
satu ruang publik terbuka 
untuk menyelenggarakan 
kegiatan mereka dengan 
syarat tidak mengganggu 
kenyamanan pengguna 
infrastruktur publik di 
sekitar Mexico City Center. 
Karna dapat dikatakan 
ruang publik seperti Mexico 
City Center merupakan 
jalan utama kota yang 
dipergunakan sebagai ruang 
publik oleh masyarakat 
Mexico. 
10. 1 
Pietro Garau / 
Measuring the Magic 
of Public Space. Le 
Piazze di Roma  
 Dalam jurnal ini penulis 
mencoba menjelaskan 
bahwa Le Piazze yang ada 
di Roma merupakan salah 
satu ruang publik yang 
berbentuk seperti alun-alun 
serta cagar budaya yang 
harus direvitalisasi agar 
tidak terbengkalai. Bagi 
Piazza Fernese revitalisasi 
dapat dilakukan dengan 
cara meningkatkan sarana 
prsasaran atau infrastruktur 
publik yang ada agar 
menarik peminat 
pengunjung. Sedangkan 
bagi Saint Peters an San 
Giovanni, revitalisasi dapat 




merenovasi bangunan  Le 
Piazze in Rome dengan hal-
hal yang berkaitan sejarah 




Namita Kambli / In 
Protest of apathy. The 
case of Panjim, Goa. 
 Goa merupakan ruang 
terbuka bagi publik dan 
dipergunakan hingga saat 
ini untuk memenuhi 
kebutuhan mereka sehari-
hari. Ruang publik yang 
tersedia ini berbentuk 
kawasan pantai dan sumber 
air bersih. Oleh pemerintah 
India dilakukan berbagai 
macam pembangunan 
seperti pelebaran akses 
jalan hingga membangun 
penginapan di sekitar 
kawasan pantai untuk 
menarik minat pengunjung 
bertandang ke daerah Panji. 
Akan tetapi pembangunan 
itu membawa dampak 
negatif tersendiri yaitu 
meningkatnya volume 
sampah disekitar kawasan 
pantai karena 
ketidakpedulian masyarakat 
serta pengunjung akan 
kebersihan lingkungan. 
Bentuk protes yang 
dilakukan masyarakat 
bahkan penulis pun 
dilakukan dengan cara 
membuat tim 
#TEAMUPTOCLEANUO
GOA untuk menjaga 
kebersihan lingkungan 
kawasan pantai dan sumber 
air yang merupakan ruang 
publik bagi orang banyak. 
12.  
Sarah Isabella Chiodi / 
New Urban trends 
towards the use of 




dengan studi literatur 
Pengembangan konsep 
ruang publik di Turin 
mengalami perubahan 
mengikuti perkembangan 




ruang publik hanya 
dianggap sebagai tempat 
berkumpul berbagai macam 
individu, Turin membawa 
konsep ruang publik terbaru 
dimana masyarakat dapat 
menggunakan ruang publik 
untuk segalam macam 
kegiatan baik yang 
berkaitan dengan ekonomi, 
sosial budaya hingga 
pendidikan. Pemerintah  
 
Turin juga menyediakan 
ruang publik yang memiliki 
sarana prasarana penunjang 
aktivitas penduduknya agar 
ruang publik yang ada dapat 
dipergunakan secara 
maksimal. 
Sumber : Data Penulis, 2019. 
Berdasarkan pada penelusuran penelitian terdahulu yang telah dijelaskan 
dalam tabel diatas, maka penelitian mengenai “Konflik Pembangunan Islamic 
Center di Kabupaten Gresik” memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian 
yang sebelumnya. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang 
sedang penulis lakukan sekarang adalah lokasi penelitian. Karena penulis 
mengambil beberapa penelitian terdahulu maka lokasinya tersebar di beberapa 
daerah, sebagai contoh penelitian berjudul “Fenomena Ruang Publik di Jalan 
Juanda Depok” lokasi penelitiannya berada di Kota Depok sedangkan lokasi 
penelitian penulis adalah Kabupaten Gresik.  
Perbedaan selanjutnya adalah pengaruh variabel dependen dan independen 
dari masing-masing penelitian terdahulu. Misalnya dalam judul “Konflik antara 
Masyarakat dengan Pemerintah (Studi Kasus pada Eksplorasi Tambang di 




dari penelitian terdahulu tersebut adalah konflik dan variabel independen 
penelitian tersebut adalah Masyarakat dan Pemerintah. Sedangkan dalam 
penelitian sekarang variabel dependen yang digunakan memiliki kesamaan yaitu 
konflik sedangkan variabel independen yang digunakan adalah pemanfaatan ruang 
publik kota. Jadi jika disimpulkan pada penelitian sebelumnya, penelitian terfokus 
pada konflik yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah sedangkan penelitian 
sekarang terfokus pada konflik yang terjadi akibat pemanfaatan ruang publik kota.  
Lalu perbedaan selanjutnya adalah konsep teori yang dipergunakan. Dalam 
penelitian yang dilakukan penulis sekarang konsep teori yang digunakan adalah 
teori konflik Johan Galtung. Sedangkan dalam penelitian terdahulu yaitu “Konflik 
Kepemilikan Sumber Mata Air Umbulan di Desa Umbulan Kecamatan Winongan 
Kabupaten Pasuruan” menggunakan teori konflik Charles Walkins. Jika teori 
Johan Galtung lebih terfokus pada proses terjadinya konflik maka Charles 
Walkins memberikan analisis tajam terkait kondisi dan prasyarat terjadinya suatu 
konflik. Menurutnya konflik terjadi karena dua hal yaitu : Pertama, konflik bisa 
terjadi sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang potensial dan praktis/ 
operasional dapat saling menghambat. Kedua, konflik terjadi apabila ada suatu 
sasaran yang dikejar oleh kedua belah pihak namun hanya salah satu pihak yang 
kemungkinan akan mencapai tujuannya.33 Perbedaa tersebut terlihat pada 
penjabaran masing-masing konsep teori dimana teori Johan Galtung terfokus pada 
proses sedangkan teori Charles Walkins terfokus pada objek konflik tersebut atau 
pihak-pihak yang terkait dalam konflik tersebut. Selain itu perbedaan penelitian 
penulis dengan referensi berupa jurnal internasional juga sangat berbeda. Dari 
 





semua jurnal internasional yang dibahas penulis hampir keseluruhan hanya 
membahas tentang bagaimana pemanfaatan ruang publik bukan terfokus pada 
konfliknya.  
2.2 Kajian Teori  
2.2.1 Teori Konflik  
  Menurut Johan Galtung, konflik adalah benturan fisik dan verbal dimana 
akan muncul penghancuran. Konflik dianggap sebagai sekumpulan permasalahan 
yang menghasilkan penyelesaian yang merupakan penciptaan baru.34 Di zaman 
sekarang konflik bukanlah sebuah hal yang tabu melainkan salah satu bagian yang 
tidak terlepas dari kehidupan masyarakat saat ini. Modernisasi dalam pola 
pemikiran masyarakat membuat mereka menjadi berpikir kritis dan lebih rasional 
dalam menanggapi segala permasalahan yang ada. Hal inilah yang menimbulkan 
perbedaan pendapat dan pola pikir setiap individu dalam menyelesaikan masalah 











34 Susan,Novri,2010,Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer, Kencana, 




Menurut Johan Galtung terdapat tiga bagian penting yang mempengaruhi sebuah 











Penjabaran dari ketiga komponen tersebut adalah sebagai berikut:  
A. Kontradiksi  
Kontradiksi yang dimaksud dalam teori konflik ini adalah situasi konflik 
yang fundamental aslinya, termasuk ketidaksesuaian tujuan masing-masing 
pihak, baik ketidaksesuain yang benar-benar aktual atau sekedar perbedaan 
yang ditarik dari kesan sepintas.35 Kontradiksi dapat juga dianggap sebagai 
keadaan yang tidak sesuai dimana kedua belah pihak menginginkan keadaan 
yang sama. Jika berdasarkan dengan maksud kontradiksi dari teori Galtung 
maka dapat disimpulkan konflik merupakan sebuah kompetisi antara kedua 
belah pihak untuk memenangkan kepentingannya diatas pihak lain. Dalam 
konflik pembangunan Islamic Center di Kabupaten Gresik, konflik muncul 
 
35 Modul tentang Memahami Konflik untuk Indonesia-Australia Specialised zTraininf Project Phase 
III supported by Australian Government, hlm. 2 
A) Kontradiksi  B) Sikap 




diawali dengan keinginan pemerintah daerah untuk mewujudkan visi misi yang 
ada dengan membangun sebuah Islamic Center sebagai pusat religi dan 
kebudayaan Islam di Gresik. Akan tetapi untuk membangun sebuah Islamic 
Center, pemerintah daerah memutuskan menghilangkan alun-alun kota yang 
merupakan salah satu ruang publik yang dijadikan sebagai cagar budaya.  
B. Sikap  
Sikap disini mengacu pada pemahaman atau kesalahpahaman terhadap 
kelompok sendiri atau kelompok lawan, dan sikap ini bisa bersifat positif 
ataupun negatif.36 Sikap dalam teori konflik Galtung menggambarkan 
bagaimana seseorang ataupun kelompok dalam menggambarkan serta pola 
pikir mereka menghadapi konflik. Selain itu sikap dapat dikatakan sebagai 
suatu emosi yang tidak dapat diluapkan. Emosi tersebut bisa dalam bentuk 
ketakutan, dendam, rasa tidak suka hingga kemarahan. Konflik yang terjadi di 
Kabupaten Gresik karena pemerintah daerah melakukan pembangunan diatas 
lahan alun-alun kota yang notabene sebagai salah satu kompleks cagar budaya 
serta ikon penting dari keberadaan sebuah kota. Keputusan tersebut dianggap 
terlalu gegabah karna tidak memikirkan dampaknya secara sosial budaya 
masyarakat Gresik.  
C. Perilaku  
Perilaku sebagai komponan ketiga mencakup kerja sama dan koersi, 
sekumpulan gerakan dan tindakan yang menunjukkan kekariban atau 
permusuhan.37 Perilaku dalam menghadapi konflik dapat berupa perbuatan atau 
perkataan. Reaksi yang ditunjukkan masyarakat yakni aksi protes menunjukkan 
 
36 Ibid. Hlm 2 




bahwa pembangunan tersebut tidak membawa dampak yang baik menyebabkan 
adanya ketegangan antara hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat. Di 
sisi lain pemerintah daerah bersikeras untuk meneruskan mega proyek tersebut 
karna akan merubah keadaan baik sosial budaya maupun ekonomi masyarakat 
Kabupaten Gresik. 
Dalam teori konflik Johan Galtung, ketiga unsur ini mempengaruhi proses 
terjadinya konflik. Model konflik seperti milik Galtung memberikan manfaat 
dalam upaya penyelesaian konflik yang akan menciptakan perubahan baru dalam 
bersikap, transformasi hubungan ataupun transformasi kepentingan yang 
berkonflik. Konflik mengandung pengartian “benturan” seperti perbedaan 
pendapat, persaingan, pertentangan individu dan individu, kelompok dan 
kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan 
pemerintah.38 Selain itu konflik terjadi karena pertentangan kepentingan antara 
individu dan kelompok. Hal ini bisa terjadi karena kesenjangan status sosial, 
kurang meratanya kemakmuran dan kekuasaaan yang tidak seimbang. 
Kepentingan dan keinginan yang tidak sama menyebabkan suatu masalah antar 
individu, antar kelompok hingga antara kelompok dengan pemerintah.39  Teori ini 
sesuai dengan konflik tentang pembangunan Islamic Center di Kabupaten Gresik. 
Konflik ini diawali dengan keinginan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk 
mewujudkan visi misi “Membangun Desa Menata Kota”. Bupati Gresik 
menginginkan Kabupaten Gresik menjadi pusat wisata religi seperti visi misinya 
di awal pencalonan. Awalnya pembangunan Islamic Center akan dibangun di 
 
38 Surbakti, Ramlan,2010, Memahami Ilmu Politik, Grasindo : Jakarta, Hlm. 149 
39 Thomas Sunaryo, 2016, Manajemen Konflik dan Kekerasan, makalah tentang antisipasi 




daerah Sidayu, akan tetapi mendapatkan penolakan dari masyarakat. Hingga 
akhirnya pembangunan tersebut dipindah di pusat kota tepatnya di atas lahan 
alun-alun kota. Meskipun pembangunan tersebut mulai berjalan, pemerintah 
daerah menemukan kendala bahwa berbagai lapisan masyarakat mulai menentang 
pembangunan tersebut yang akhirnya menimbulkan konflik antara pemerintah 
daerah dengan masyarakat Kabupaten Gresik.                                                            
 Istilah konflik dalam Ilmu Politik acap kali dikaitkan dengan kekerasan, 
seperti kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi. Konflik mengandung 
pengertian “benturan”, seperti perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan 
antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, 
dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah.40 Sebagai aktivitas politik, 
konflik merupakan suatu jenis interaksi (interaction) yang ditandai dengan 
bentrokan atau tubrukan antara kepentingan, gagasan, kebijaksanaan, program, 
pribadi atau persoalan dasar satu sama lain yang saling bertentangan.41  
 Clinton menjelaskan bahwa konflik adalah relasi-relasi psikologis yang 
antagonis, berkaitan dengan tujuan-tujuan yang tidak bisa dipertemukan, sikap-
sikap emosional yang bermusuhan dan struktur nilai-nilai yang berbeda. Konflik 
juga merupakan suatu interaksi antagonis mencakup tingkah laku lahiriah yang 
tampak jelas mulai dari bentuk perlawanan halus, terkontrol, tersembunyi, tak 
langsung dan sampai pada bentuk perlawanan terbuka.42 Gillin dan Gillin 
mengatakan bahwa konflik adalah proses sosial dimana individu atau kelompok 
 
40 Surbakti, Ramlan,2010,Memahami Ilmu Politik, Grasindo : Jakarta, Hlm. 149 
41 Rauf, Maswadi,2001, Konsensus dan Konflik Politik, Dikti : Jakarta, Hlm. 147 
42 http://www.pengertianahli.com/2013/08/pengertian-konflik-sosial-menurut-para.html di 




mencapai tujuan mereka secara langsung menantang pihak lain dengan cara 
kekerasan atau ancaman kekerasan. Singkatnya konflik mengacu pada perjuangan 
masing-masing pihak untuk mencapai tujuan mereka.43 
 Pada umumnya dalam kehidupan masyarakat terdapat konflik sosial dan 
konflik politik. Konflik yang akan diteliti penulis merupakan sebuah konflik 
politik. Konflik politik dirumuskan secara longgar sebagai perbedaan 
pendapat,persaingan, pertentangan diantara sejumlah individu, kelompok maupun 
organisasi dalam upaya mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber-sumber 
dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah.44 
2.2.1.1. Bentuk Konflik  
 Secara umum konflik dalam masyarakat memiliki beberapa bentuk 
sebagai berikut: 
A) Berdasarkan wujud  
Berdasarkan wujudnya konflik dibagi menjadi dua yaitu : 
1) Konflik yang berwujud kekerasan atau konflik destruktif. Konflik 
yang mengandung kekerasan pada umumnya terjadi dalam 
kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang belum memiliki 
konsensus dasar mengenai dasar dan tujuan negara, mengenai 
mekanisme pengaturan dan penyelesaian konflik yang melembaga. 
Contoh konflik yang mengandung kekerasan adalah kudeta, 
pembunuhan atau sabotase yang berdimensi politik (terorisme), 
pemberontakan, separatis hingga revolusi.  
 
43 https://guruppkn.com/pengertian-konflik-menurut-para-ahli di akses pada 18 Maret 2019 




2) Konflik yang tidak berwujud kekerasan atau konflik fungsional. 
Konflik ini terjadi pada masyarakat yang telah memiliki konsensus 
dasar mengenai dasar dan tujuan negara serta penyelesaian konflik 
yang melembaga. Contoh dari konflik fungsional adalah unjuk rasa 
(demonstrasi), pemogokan, pembangkangan sipil, pengajuan petisi 
dan protes, dialog (musyarawarah) serta polemik melalui surat 
kabar.45 
B) Berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik  
Berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik, konflik terbagi menjadi dua 
yaitu : 
1) Konflik terbuka. Konflik terbuka merupakan konflik yang diketahui 
oleh semua pihak. 
2) Konflik tertutup. Konflik tertutup merupakan konflik yang hanya 
diketahui oleh orang-orang atau kelompok yang terlibat konflik.46 
C) Berdasarkan kedudukan pelaku yang berkonflik  
Berdasarkan kedudukan pelaku yang berkonflik, konflik terbagi 
menjadi dua yaitu:  
1) Konflik horizontal. Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi 
antara individu dan kelompok yang memiliki kedudukan yang sama 
di dalam suatu masyarakat. 
 
45 Surbakti,Ramlan,Op.cit, Memahami Ilmu Politik,Hlm.191 
46 http://gudangilmusosiologi.blogspot.com/2012/10/bentuk-bentuk-konflik.html?m=1 di akses 




2) Konflik vertikal. Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara 
individu atau kelompok yang memiliki kedudukan berbeda didalam 
suatu masyarakat. 
2.2.1.2. Jenis Konflik 
Jika berdasarkan pada jenisnya, konflik terbagi atas beberapa jenis yaitu  
1) Konflik Sosial.  
Konflik sosial merupakan sebuah konflik yang disebabkan oleh 
perbedaan kepentingan sosial dari pihak-pihak yang berkonflik. Konflik 
sosial terbagi atas dua jenis lagi yaitu konflik sosial horizontal dan 
konflik sosial vertikal. Konflik sosial horizontal adalah konflik yang 
terjadi antar etnis, suku dan golongan. Sedangkan konflik sosial vertikal 
adalah konflik sosial yang terjadi antara masyarakat dan negara.47 
2) Konflik Politik 
Konflik politik adalah konflik yang terjadi sebagai akibat dari perbedaan 
kepentingan yang berkaitan dengan kekuasaan.48 
3) Konflik Ekonomi. 
Konflik ekonomi adalah konflik yang diakibatkan dari perebutan sumber 
daya ekonomi oleh kedua belah pihak atau lebih yang berkonflik. 
4) Konflik Budaya 
Konflik budaya adalah konflik yang disebabkan karena gesekan budaya 
yang berbeda dari pihak yang berkonflik. 
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2.2.1.3. Penyebab Konflik  
  Konflik dapat terjadi kapanpun dan pada siapapun. Banyak hal dapat 
menjadi penyebab dari terjadinya sebuah konflik. Penyebab pertama yang 
sering menjadi pemicu terjadinya konflik dikarenakan kedua belah pihak 
memiliki tujuan yang berbeda bahkan bertolak belakang. Kedua, konflik 
juga dapat timbul akibat seorang individu ataupun kelompok memiliki 
peranan lebih dari satu karena setiap peran yang dimiliki individu ataupun 
kelompok memiliki tujuan yang berbeda. Ketiga, konflik dapat ditimbul 
pada setiap individu atau kelompok karena perbedaan dasar nilai / prinsip. 
Hal ini sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat bernegara karena 
setiap individu ataupun kelompok tersebut tidak ingin merubah prinsip 
mereka yang menimbulkan gesekan prinsip antar individu ataupun 
kelompok. Keempat, penyebab konflik yang terakhir adalah dikarenakan 
ketidaksetujuan individu ataupun kelompok terhadap kebijakan yang 
dikemukakan oleh pihak lainnya.49 Konflik seperti ini biasanya sering 
terjadi antara hubungan pemerintah dengan masyarakat ataupun kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara.  
2.2.1.4.  Tipe-tipe Konflik 
  Konflik politik dikelompokkan menjadi dua tipe yaitu konflik positif 
dan konflik negatif. Konflik positif merupakan konflik yang tidak 
mengancam eksistensi sistem politik dan mekanisme penyelesaian dari 
konflik tersebut disepakati bersama oleh konstitusi yang ada. Contoh dari 
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konflik positif adalah tuntutan-tuntutan dari masyarakat akan sebuah 
perubahan melalui lembaga-lembaga. Sedangkan konflik negatif adalah 
konflik yang mengancam keberadaan sistem politik suatu negara dan 
disalurkan melalui jalur-jalur non-konstitusi seperti contoh kudeta, 
separatisme, terorisme hingga revolusi.50 
 Untuk menentukan sebuah konflik dikategorikan sebagai konflik 
negatif atau positif diperlukan sebuah acuan. Berdasarkan studi literatur 
yang penulis lakukan, patokan apakah konflik tersebut negatif atau positif 
dilihat dari legitimasi sistem politik yang berlaku. Hal ini dapat dilihat 
melalui bagaimana sikap masyarakat dalam mendukung sistem politik 
yang ada.  
2.2.1.5. Struktur Konflik  
  Menurut Paull Conn, situasi konflik pada dasarnya dibedakan 
menjadi konflik menang-kalah (zero-sum conflict) dan konflik menang-
menang non-zero-sum conflict)51. 
 Konflik menang-kalah adalah keadaan dimana konflik tidak 
memungkinkan tercapainya sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak 
yang terlibat dalam konflik. Ciri struktur konflik ini adalah tidak 
mengadakan kerja sama, hasil kompetisi akan dinikmati oleh pemenang 
saja. Biasanya hal-hal yang memicu konflik ini berkaitan dengan harga 
diri, iman dan kepercayaan hingga jabatan penting di pemerintahan. 
Sedangkan konflik menang-menang adalah keadaan dimana konflik masih 
 
50 Surbakti, Ramlan, Op.Cit, Memahami Ilmu Politik,  Hlm. 195 
51 Dahendorf, Ralf, 1959, Class and Class Conflict in Industrial Society, Standford Cal : Standfort 




memungkinkan untuk dilakukannya sebuah kompromi ataupun kerja sama 
untuk mencapai tujuan dari kedua belah pihak. Ciri struktur konflik ini 
adalah adanya sebuah kompromi dan kerja sama, hasil dari kompetisi akan 
dinikmati oleh kedua belah pihak meskipun tidak secara maksimal.52 
 Jika disesuaikan dengan penelitian yang dilakukan penulis maka 
konflik pembangunan Islamic Center di Kabupaten Gresik merupakan 
konflik fungsional karena masyarakat menyalurkan aspirasinya melalui 
unjuk rasa dan pengajuan petisi dan protes baik secara langsung maupun 
tidak langsung. Konflik pembangunan Islamic Center pun dapat dikatakan 
sebagai konflik terbuka karena semua pihak mengetahui masalah tersebut. 
Selain itu jika dilihat dari proses konflik terjadi, konflik pembangunan 
Islamic Center disebabkan oleh ketidaksetujuan masyarakat Gresik 
terhadap kebijakan pemerintah daerah yang merubah alun-alun kota 
menjadi Islamic Center. Meskipun telah mendapatkan penolakan dari 
masyarakat, pemerintah tetap melanjutkan pembangunan. Hal ini lah yang 
memicu konflik terus berlangsung.  
 Konflik pembangunan Islamic Center yang terjadi di Kabupaten 
Gresik ini dapat digolongkan sebagai tipe konflik positif karena 
masyarakat melakukan aksi protes atau penolakan sesuai dengan sistem 
politik yang berlaku di Indonesia. Mulai dari dengan pengajuan protes 
kepada lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam pembangunan 
tersebut dengan melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) hingga 
melakukan aksi unjuk rasa secara aturan yang ada. Untuk struktur konflik 
 




sendiri pembangunan Islamic Center dapat dikategorikan sebagai konflik 
menang-menang. Untuk mencegah konflik lebih lanjut, pemerintah daerah 
melakukan semacam diskusi dengan wakil-wakil dari masyarakat untuk 
mencari jalan keluar dalam menyelesaikan konflik ini.  
2.2.1.6. Penyelesaian Konflik  
  Setiap konflik yang terjadi membutuhkan jalan keluar untuk 
berdamai. Maswadi Rauf menjelaskan penyelesaian konflik adalah usaha-
usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menghilangkan konflik 
dengan cara mencari kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam 
konflik. Penyelesaian konflik yang ada bertujuan untuk mencegah konflik 
yang terjadi semakin rumit ataupun meluasnya konflik karena tidak cepat 
ditangani.53 Adapun bentuk penyelesaian konflik yang sering digunakan 
yaitu konsiliasi, mediasi, arbitrasi, koersi (paksaan), detente. Urutan ini 
berdasarkan kebiasaan orang mencari penyelesaian suatu masalah, yakni 
cara yang tidak formal terlebih dahulu hingga ke cara yang formal. 54 
Nasiku menjelaskan beberapa bentuk dari penyelesaian konflik yaitu :  
1) Konsiliasi  
Pengendalian semacam ini terwujud melalui lembaga-lembaga 
tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan 
pengambilan keputusan-keputusan diantara pihak-pihak yang 
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Bentuk pengendalian ini dilakukan bila kedua belah pihak yang 
berkonflik bersama-sama untuk memberikan nasihat-nasihat tentang 
bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan pertentangan mereka. 
3) Arbitrasi 
Arbitrasi sendiri berasal dari kata latin arbitrium yang berarti melalui 
pengadilan dengan seorang hakim (arbiter) sebagai pengambil 
keputusan. Arbitrasi berbeda dengan konsoliasi dan mediasi. Seorang 
arbiter memberi keputusan yang mengikat kedua belah pihak yang 
bersengketa atau berkonflik, artinya keputusan seorang hakim harus 
ditaati. Apabila salah satu pihak tidak menerima keputusan itu, ia 
dapat naik banding kepada pengadilan yang lebih tinggi hingga 
sampai instansi pengadilan nasional yang tertinggi.  
4) Perwasitan 
Di dalam hal ini kedua belah pihak yang bertentangan bersepakat 
untuk memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan 
konflik yang terjadi diantara mereka. 55 
2.2.2 Pemerintah Daerah 
 Pemerintah dalam Bahasa Indonesia berarti pengarahan dan administrasi 
yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara. W.S. Sayre 
mengatakan bahwa pemerintah adalah sebuah organisasi dari negara yang 
memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.56 Selain itu Soemandar juga 
menjelaskan bahwa pemerintah adalah badan yang penting dalam rangka 
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pemerintahannya, pemerintah semestinya memperhatikan pula ketentraman dan 
ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan 
kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, 
komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi.57 Samuel 
Edward Finer juga mengatakan pemerintah harus mempunyai kegiatan terus 
menerus, negara tempat kegiatan itu berlangsung, pejabat yang memerintah, dan 
cara, metode serta sistem dari pemerintah terhadap masyarakat.58 Pemerintahan 
dalam arti luas adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada 
kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau 
penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara.59 Sedangkan 
pemerintah dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang 
meliputi kekuatan eksekutif.60 Dalam penelitian ini penulis membahas tentang 
pemerintah daerah saja.  
 Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014  
dijelaskan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah 
menurut asas otonomi dan tugas sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia tahun 1945. Sedangkan pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
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pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.61  Dengan adanya 
payung hukum yaitu UURI Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Gresik 
juga memiliki wewenang untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan di 
daerah otonomi mereka. Dalam konflik pembangunan Islamic Center, pemerintah 
daerah memiliki peranan sebagai pengambil keputusan dan pelaksana keputusan 
pembangunan tersebut harus berjalan atau tidak. Selain itu pemerintah daerah juga 
berwenang untuk membuat kebijakan terkait pengelolaan kawasan seperti yang 
sudah tertera dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik. 
Dalam RTRW Kabupaten Gresik telah dituliskan dengan jelas bagaimana 
kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis.  
2.2.2.1. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  
 Dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah telah 
dijelaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dan 
kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh kepala 
daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah 
berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu asas 
kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan, 
asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas 
akuntabilitas, asas efisiensi, asas efektivitas dan asas keadilan.62 
2.2.2.2. Bentuk Pemerintahan Daerah 
Secara umum bentuk pemerintahan daerah dibedakan menjadi dua 
yaitu Local Self Government dan Local State Government. 
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Local Self Goverment adalah bentuk dari pemerintahan daerah yang 
berwenang untuk mengurus dan mengatur pemerintahannya sendiri. 
Dalam sistem pemerintahan negara, bentuk ini merupakan bentuk 
pemerintahan daerah yang cukup efisien karena pemerintah daerah 
dianggap lebih memahami seperti apa kebutuhan daerah dan masyarakat 
daerah. Bentuk pemerintahan Local Self Goverment merupakan 
konsekuensi  dari dianutnya asas desentralisasi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan negara. 63 
Local State Government adalah unit organisasi pemerintah wilayah, 
unit organisasi pemerintah di daerah yang dibentuk berdasarkan asas 
dekonsentrasi. Pemerintahan wilayah atau pemerintah administratif 
dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan menjadi 
wewenang pemerintah pusat di daerah. Local State Government atau 
pemerintahan wilayah hanya bertugas untuk menyelenggarakan instruksi-
instruksi, arahan, petunjuk-petunjuk dan kebijakan-kebijakan pemerintah 
pusat.64 
Pemerintah Kabupaten Gresik memiliki bentuk pemerintahan Local 
Self Government karena mereka dapat melakukan penyelenggaraan 
pemerintahan tanpa harus menunggu instruksi dari pemerintah pusat. 
Seperti contohnya pembangunan Islamic Center, pemerintah daerah tidak 
meminta izin atau menunggu arahan dari pemerintah pusat. 
Pembangunan Islamic Center murni merupakan salah satu program yang 
telah diusulkan dalam Rencana Jangka Panjang Pemerintah Daerah serta 
 





Rencana Kerja dinas terkait. Bentuk pemerintahan local self government 
juga selain mempercepat kinerja pemerintah wilayah juga memberikan 
ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola wilayahnya 
menyesuaikan dengan kemampuan mereka karena mereka lebih 
memahami keadaan daerah administrasi mereka masing-masing 
dibanding dengan pemerintah pusat.  
2.2.3 Islamic Center 
  Islamic Center adalah lembaga keagamaan yang dalam fungsinya sebagai 
pusat pembinaan dan pengembangan Agama Islam, yang berperan sebagai 
mimbar pelaksanaan dakwah di era pembangunan.65 Selain fungsi tersebut, 
islamic center dibuat dengan tujuan sebagai berikut : 
A. Mengembangkan kehidupan beragama Islam yang meliputi aspek akidah, 
ibadah mu’amalah, dalam ruang lingkup pendidikan nasional. 
B. Sebagai lembaga pendidikan nonformal keagamaan. 
C. Bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan 
keilmuan masyarakat terutama dalam bidang keagamaan.66 
2.2.4 Masyarakat 
 Masyarakat mempunyai arti sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai 
kalangan  dan tinggal dalam suatu wilayah, kalangan bisa terdiri dari kalangan 
orang mampu hingga orang tidak mampu.67 Selo Sumardjan mengartikan bahwa 
masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan 
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kebudayaan.68 Selain itu Emile Durkheim mendefinisikan masyarakat sebagai 
kenyataan yang objektif individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. 
Kehidupan sebuah masyarakat merupakan sebuah sistem sosial yang mana 
bagian-bagian yang ada saling berkaitan satu sama lain membentuk kesatuan yang 
padu.69 Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 
tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada 
pasal 1 dijelaskan bahwa masyarakat merupakan orang perseorangan warga 
negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.70 
 Di dalam kehidupan berkelompok dan dalam hubungannya dengan manusia 
yang lain, pada dasarnya manusia menginginkan beberapa hal. Dalam mengamati 
masyarakat sekelilingnya, yaitu masyarakat Barat, Harold Laswell dalam Miriam 
Budiardjo merinci delapan nilai yaitu : 
a) Kekuasaan 
b) Kekayaan  
c) Penghormatan  
d) Kesehatan  
e) Kejujuran  
f) Keterampilan  
g) Pendidikan atau Penerangan  
h) Kasih Sayang 
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70 Menyesuaikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Bab I 




Dengan adanya berbagai nilai dan kebutuhan yang harus dilayani itu maka 
manusia menjadi anggota dari beberapa kelompok sekaligus.71 
2.2.4.1. Tipe Masyarakat 
 Secara umum masyarakat dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu 
masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Masyarakat pedesaan 
adalah suatu masyarakat yang mempunyai hubungan yang lebih erat dan 
lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan masyarakat desa 
lainnya. Sistem kehidupan biasanya berkelompok atas dasar 
kekeluargaan. Masyarakat pedesaan biasanya mengandalkan pertanian 
untuk kehidupan. Pekerjaan-pekerjaan di samping pertanian hanya 
pekerjaan sambilan saja karena ketika tiba masa panen atau masa 
menanam padi, pekerjaan-pekerjaan sambilan tersebut akan segera 
ditinggalkan.  Golongan-golongan orang tua pada masyarakat pedesaaan 
umumnya memegang peranan penting. Orang akan selalu meminta 
nasihat kepada mereka apabila ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi. 
Apabila ditinjau dari sudut pemerintahan, hubungan antara pemerintah 
dengan rakyat berlangsung tidak resmi. Segala sesuatu dijalankan atas 
dasar musyawarah.72 
 Antara masyarakat pedesaan dan perkotaan memiliki perbedaan 
dalam perhatian, khususnya keperluan hidup. Di desa yang diutamakan 
adalah perhatian khusus terhadap keperluan utama kehidupan, hubungan-
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hubungan untuk memperhatikan fungsi pakaian, makanan, rumah dan 
sebagainya. Orang kota memandang kebutuhan hidup sehubungan 
dengan masyarakat di sekitarnya. Dalam segi kehidupan beragama 
masyarakat perkotaan dapat dikatakan kurang aktif dibandingkan dengan 
kegiatan keagamaan di desa. Hal ini disebabkan oleh cara berpikir yang 
rasional, yang didasarkan pada perhitungan eksak yang berhubungan 
dengan realita di masyarakat. Tidak hanya itu masyarakat perkotaan 
umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada 
orang lain. Hal yang penting disini adalah manusia perseorangan atau 
individu. Di desa orang lebih mementingkan kelompok atau keluarga. 
Dalam hal pembagian kerja, masyarakat perkotaan lebih tegas dan punya 
batas nyata yang memungkinkan bagi masyarakat perkotaan 
mendapatkan pekerjaan.73 
 Masyarakat di Kabupaten Gresik dapat digolongkan dalam kedua 
tipe ini, jadi dapat dikatakan termasuk dalam masyarakat pedesaan dan 
perkotaan. Masyarakat pedesaan di Kabupaten Gresik berada di daerah 
pinggiran sedangkan masyarakat perkotaan cenderung bertempat tinggal 
di pusat kota. Dalam kasus yang peneliti bahas, pemerintah daerah 
berkonflik dengan masyarakat perkotaan. Meskipun terkesan individual 
akan tetapi kebutuhan mereka akan tempat hiburan juga mempengaruhi 
terjadinya konflik karena pembangunan Islamic Center. Meskipun 
mayoritas Kabupaten Gresik beragam Islam akan tetapi pembangunan 
Islamic Center diatas lahan alun-alun cenderung memberi kesan bagi 
 




pemerintah daerah hanya dominan pada yang beragam Islam tanpa 
toleransi dengan agama lainnya. 
2.2.4.2. Partisipasi Masyarakat  
 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 dijelaskan 
bahwa partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat dalam 
menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah.74 Partisipasi dari masyarakat 
membantu pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan untuk 
menjalankan tugasnya. Selain itu untuk meningkatkan kesejahteraan dan 
kepedulian serta dukungan dari masyarakat maka pemerintah daerah harus 
terbuka dengan program pembangunan yang berjalan.  
 Di dalam Peraturan Pemerintah juga dijelaskan bahwa masyarakat 
berhak untuk berpartisipasi dalam penyusunan Peraturan Daerah dan 
Kebijakan Daerah yang dirasa membebani masyarakat. Peraturan Daerah 
dan  Kebijakan Daerah yang dianggap membebani masyarakat meliputi : 
rencana tata ruang, pajak daerah, retribusi daerah, perencanaan dan 
pembangunan daerah, perizinan, pengaturan yang memberikan sanksi 
kepada masyarakat serta pengaturan lainnya yang berdampak sosial. 75 
Partisipasi masyarakat yang dibutuhkan oleh pemerintah dapat dilakukan 
melalui konsultasi publik, penyampaian aspirasi, rapat dengar pendapat 
umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya atau 
diskusi. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, beberapa hal yang 
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dapat dilakukan pemerintah daerah yaitu mensosialisasikan rancangan 
Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah melalui media 
informasi yang mudah diakses oleh masyarakat dan mengembangkan 
sistem informasi penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 
Daerah berupa layanan daring (online) dengan memperhatikan kondisi dan 
kesiapan daerah.76 
 Berkaitan dengan konflik pembangunan Islamic Center di 
Kabupaten Gresik, partisipasi masyarakat pun sangat dibutuhkan oleh 
pemerintah daerah baik dalam penyusunan rencana pembangunan daerah 
hingga pelaksanaan program pembangunan daerah. Dalam kasus konflik 
pembangunan Islamic Center, protes yang dilakukan oleh masyarakat 
merupakan salah satu bentuk dari partisipasi masyarakat dalam 
pelaksanaan program pembangunan daerah. Tidak hanya itu diawal 
rencana pembangunan, pemerintah daerah sempat melakukan sosialisasi 
hanya kepada pihak-pihak tertentu yang dominan menyetujui program 
pembangunan tersebut. Hal ini juga lah yang menyebabkan terjadinya 
konflik karena kurangnya informasi yang terbuka kepada masyarakat 
terkait pembangunan Islamic Center tersebut. Jadi masyarakat 
menganggap seolah-olah pemerintah daerah hanya mementingkan 
kepentingannya tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat. 
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